
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah­ 
daerah Kabupaten Dalam L.ngkungan Provins: Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4287); 

3 Undang-Unc.ang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 l~omor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4421); 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- 
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a. bahwa untuk meningkatkan sistem pelelangan secara elektronik dalam 
rangka efis ensi, efektifitas, transparansi, persaingan sehat dan 
akuntabilitas dalam pengadaan barang{jasa pemerintah perlu dilengkapi 
dengan sarana dan prasarana yang memadai; 

b bahwa unluk rnenlarmn kelancaran pelaksanaan pengadaan barang{jasa 
(oelelar.gan} secara elektronik dan menjaga kelangsungan sistem 
pelelangan secara elekroruk di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten, 
d pandang penu untuk mengimplementasikan Sistem E-Procurement di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten 

c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a 
dan b per1u menetapkan Peraturan Bupat1 Klaten tentang lmplementasi 
Sistem E-Procu ement di Lingkungan Kabupaten Klaten, 

BUPATI KLATEN, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

IMPLEMENTASI SISTEM E-PROCUREMENTDI LINGKUNGAN 
KABUPATEN KLATEN 

TENT ANG 

PERATURAN BUPATI KLATEN 
NOMOR .~ .. TAHUN 2011 

BUPATIKLATEN 

Mengingat 

Menimbang 
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Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Klaten. 

Pasal 1 

Bagian Kesatu 
Pengertian 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

MEMUTUSKAN : 

Undang !omor 32 T ahun 2004 tentang Pemer· otanan Daer ah Lembaran 
Negara Republik Indonesia "ahun 2008 Nornor 59 Tarnbahan Lerroaran 
Negara Repubtik Indonesia Nemer 4844), 

6. Undang-U~dang Nomor 33 Tahun 2004, tenlang Perimbangan Keuangan 
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (lembaran Negara 
Republk Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang lnformasi dan Transaksi 
Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578) 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentcng Pengelolaan Barang 
Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Norn or 4609), 

10. Peraturan P( merintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 
Pemenntahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

11. Peraturan Presiden Nomor 106 T ahun 2007 tentang Lem bag a Kebijakan 
Pengadaan Barang I Jasa Pemerhtah: 

12. Peraturan Presiden Nomor 54 T ahun 2010 tentang Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah; 

13. Peraturan Menteri Datam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 13 T ahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009 tencang 
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 1 T ahun 2010 tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belania Daerah T ahur Anggaran 2010, 

SI STEM PERATURAN BUPATI TENTANG IMPLEMENTASI 
E-PROCUREMENT DI LINGKUNGAN KABUPATEN KLA TEN 

Menetapkan 
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Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai dasar untuk penerapan sistem 
e-Procurement di wilayah Pemenntah Oaerah. 

2. Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, 
transparansi, persaingan sehat, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan bamng/jasa 
Pemerintah 

Pasal2 

Bagian Kedua 
Maksud dan Tujuan 

2. Pemerinta Oaerah aoa an Bupal besena Perangkat Daerah seoagai unsur Penyelenggara 
Pernerintah Oaerah. 

3. Bcoa; acatah E>vpat Klaten 
d. E-Procurement adalah p .oses pengadaan barang[jasa pemerintah yang pelaksanaannya 

dilakukan secara elektroruk yang berbasis wel:Y'internet dengan memanfaatkan tasilltas teknologi 
komunikasi dan informasi yang meliputi pelelangan umum secara elektronik yang 
diselenggarakan oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik ( LPSE ) rnelalui 
www.lpse.klatenkab.go.id. 

5. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat LP .3E adalah unit pelaksana 
teknis yang melayani proses pengadaan barang{jasa dalam pelaksanaan sistem dan domain 
e-Procurement. 

6. LPSE Pusat adalah unit kerja yang dibentuk oleh dan berada di bawah tanggungjawab Lembaga 
Kebijakan Pengadaan Barang I Jasa Pemerintah, yang bertugas secsra khusus untuk mengelola 
dan mengembangkan sistem e-Procurement. 

7. LPSE lain adalah LPSE di luar Pemerintah Kabupaten Klaten. 
8. Lembaga Kebijakan ·=>engadaan Barang I Jasa Pemerintah yang setaniutnya disingkat LKPP 

adalah lembaga pemerintah yang mempunyai tugas untuk melakukan pengembangan kebijakan 
di bidang pengadaan barang(jasa pemerintah. 

9. Pejabat Pembuat Komitmen, yarg setanjutnya disingkat PPK, adalah pejabat yang diangkat oleh 
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sebagai pemilik pekerjaan, yang 
bertanggungjawc:1b alas pelaksanaan pengadaan barang{jasa. 

10. Pengguna Anggaran adalah Peiabat Pemegang Kewenangan Penggunaan Anggaran 
Kementrian Negara Lembaga 1Satuan I< erja/Perangl<at Daerah. 

11. Kuasa Pengf una Anggaran adalah pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Anggaran untuk 
menggunakan anggaran Lembaga'Satuan Kerja Perangkat Daerah. 

12. Unit Layanan Pengadaan yarg se.aruutnya disir gkat ULP adalah satu unit yang terdiri dari 
pega'ha1-pegawa1 yang telah rnerruukl sertifikat keahlian pengadaan barang[jasa pemerintah, 
yang dibentuk cleh Kepala Daerah yang bertugas secara khusus untuk melaksanakan pemilihan 
penyedia barang(jasa di lingkungan Kabupaten Klaten 

13. Pejabat Pengadaan adalah pejaba · yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna 
Anggaran untu: nelaksanakan per, lihan/penunjukan penyedia barang(jasa. 

14. Penyedia barang(jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang mernenubt syarat­ 
syarat pendirian badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan 
barang{jasa dan te ah terdaftar dalam sistem e-Procurement pada pusat-pusat layanan. 

15 Pengguna adalah semua pihak yang menggunakan sistem e-Procurement. 
16 User ID adalah nama atau pengenal unik sebagai identitas diri dari Pengguna yang digunaka11 

untuk beroperasi d1 dalam sistem e-Procurement. 
17. Password adalah kumpulan karakter atau string yang digunakan oleh Pengguna untuk 

memvenfikasi User ID kepada sistem e-Procurement. 



1. LPSi: sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e bertugas sebagai penyelenggara 
proses pengadaan barang[Jasa Pemerintah Oaerah yang pelaksanaannya dilakukan secara 
elektronik dan berbasis web/internet (e-Procurement) dengan memanfaatkan fasilitas teknologi 
informasi dan komunikasi tentang pengadaan barang/jasa elektronik di lingkungan Oaerah dan 
mempunyai fungsi : 
a. penyusunan program kegiatan pengelolaan e-Procurement di lingkungan daerah; 
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Pasal6 

Bagian Kedua 
Tugas dan Fungsi LPS!:. 

(1) Para pelaku yang terlibat dalam e-Procurement, terdiri dari · 
a. Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA); 
b. Pejabat Pembuat Komitmen ( PPK ); 
c. ULP/Pejabat Pengadaan 
d. Penyedia Barang 'Jasa; dan 
e. LPSE. 

(2) Para pihak sebaqairnana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b dan c adalah para pihak yang 
sebaga:mana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan tentang pengadaan barang1asa 
pemerintah. 

Pasal5 

Bagian Pertama 
Para Pihak Dalam Pelaksanaan E-Procurement 

(1) Semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan e-Procurement waj1b mentaati etika dan 
ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah. 

(2) Dalam melaksanakan e-Procurement, semua pihak wajib . 
a. Menjaga kerahasiaan dan mencegah penyalahgunaan kode akses yang terdiri dari User ID 

dan password; 
b. Menjaga kerahasiaan dan mencegah penyalahgunaan data dan informasi elektronik yang 

tidak diperuntu~kan bagi umum. 
(3) Semua pihak dilarang . 

a. Mengganggu dan/atau merusak sistem e-Procurement; 
b. Mencun mformasi, memanioutasi data dan/atau berbuat curanq dalam sistern 

e-Procurement. 

Pasal4 

BAB II 
ETIKA E-PROCUREMENT 

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah e-Procurement di lingkungan Pemerintah Daerah 

Pasal3 

Bagian Ketiga 
Ruang lingkup 

BAB Ill 
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(1) Sistem e-Procurement dikelola oleh LPSE. 
(2) Tata cara pelaksanaan sistem e-Procurement mengikuti ketentuan aiur kerja sis tern e­ 

Procurement yang d,kembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 

Pasal 8 

Bagian Pertama 
Standar Prosedur Operasional Sistem £-PROCUREMENT 

BABIV 
TAT A CARA PELAKSANAAN £-PROCUREMENT 

(1) Organ LPSE sehagaimana dirnaksuc dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e: 
a. Dewan Pengarah; 
b. Unsur Pelaksana yang terdiri dari 

1) Ketua; 
2) Sekretaris; 
3) Trainer dan Helpdesk; 
4) Venvikator dan Helpdesk; dan 
5) Administrator dan Helpdesk; 

(2) Personil LPSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai 
berikut: 
a) Mem1hk1 integeritas moral, disiplin dan tanggungiawab dalam melaksanakan tugas; 
b) Memahami kcseluruhan pekerjaan yang akan diadakan; 
c) Memahami jenis pekeqaan terternu yang menjadi tugas pengelola LPSE yang bersangkutan; 
d) Memahami prosedur sistem e-Procurement. 

(3) Tugas dan fungsi organ LPSE sebaqamana dirnaksuc pada ayat (1), akan diatur lebih lanjut 
dengan Peraturan Bupall 

Pasal7 

Baglan Ketlga 
Organ LPSE 

b pe assanaan pe a!ihanlrra·ning kepaaa ULP/Pejabat Pengadaan dan Penyedia BarangfJasa 
ur.tu. rnenquasai sistem e-Ptocoremem 

c. pea sanaan pe'ayana-i ~ eoada ULP/PeJabat Pengadaan dan Penyedia Barang/Jasa di 
masing-masmg wilayah keqanya: 

d. sebagai media penyecia 1nformas, dan konsultasi ( helpdesk) ya11g melayani ULP/Pejabat 
Pengadaan dan Penyedia Bara· 1g, Jasa yang berkaitan dengan sistem e-Procurement. 

e. sebaga, penyedia mformas, dan data yang berkaitan dengan proses pengadaan barang{jasa 
yang telah dilakukan oleh Pengguna untuk kepentingan proses audit, monitoring dan 
evaluasi; 

f. pelaksanaan ketatausahaan LPSE; dan 
g pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. 

2 Ketentuan sebagaimana dimaksud oada ayat (1) huruf e oiperuntukan bagi kegiatan 
pengawasan/audit yang dilaksanakan oleh lnstansi yang mempunyai kewenangan untuk itu dan 
instansi lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 
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(1) Dengan ditandatanganinya peraturan ini maka pada tahun 2011 beberapa proses pengadaan 
barang I jasa di semua unit kerja I SKPD Oaerah harus menerapkan e-Procurement. 

(2) Untuk menjamin irnplernentast peraksanaan e-Procurement, masing - masing pimpinan unit kerja 
SKPD Daerah dan/atau Pengguna Anggaran Kuasa Pengguna Anggaran, dapat membuat 

tahapan pelaksanaan pengadaan paket yang akan menggunakan e-Procurement dengan 
menentukan batasan nilai paket, sehrngga seluruh atau sebagian penqacaan paket di unit keria I 
SKPD Daerah tersebut menggunakan e-Procurement. 

(3) Untuk pelaksanaan pembuatan tahapan-tahapan sebagaimana dimaksuc pada ayat (2) masnq 
masrng pimpinan unit kena I SKPD harus melakukan koordinasi dengan LPSE. 

(4) Dalam melaksanakan fungsinya terutama dalam pengelolaan sistem e-Procurement, LPSE dapat 
melakukan koordlnast dan konsuuas dengan LPSE lain dan LPSE Pusat serta dapat mengajukan 
saran perubahan-perubahan yang diper1ukan untuk penyempumaan prosedur dan sistem e­ 
Procurement. 

Pasal 13 

BABV 
KETENTUAN PERALIHAN 

LPSE waJib melaporkan kepada PA, KPA, dan PPK apabila ditemukan penyimpangan-penyimpangan 
atas pela sanaan pengadaan barang{Jasa pemerintah secara Alektronik dengan tembusan kepada 
lnspektur. 

Pasal 12 

Tata cara pengaduan pelaksanaan LPSE diatur sebagai berikut : 
a. Pengaduan dari masyarakat dan atau penyedia barang/jasa dapat dilakukan melalui fasilitas 

dalam sistem e-Procurement dan bisa diakses oleh p1hak yang terkait 
b. LPSE wajib meneruskan laporan pengaduan dari masyarakat dan atau penyedia barang{Jasa 

kepada LPSE Pusat dan Tim Pengarah LPSE terkait. 

Pasal 11 

Bagian Keempat 
Pengaduan 

Semua biaya yang timbul dalam rangka pengelolaan LPSE dibebankan kepada Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah 

Pasal 10 

Bagian Ketiga 
Biaya Operasional LPSE 

Semua data dan informasi yang disimpan LPSE diumumkan di website LPSE daerah dan LPSE 
Pusat kemudian, akan dihubungkan ke pusat informasi pengadaan bara!lg{jasa nasional yang 
disupervisi oleh LKPP. 

Pasal9 

Bagian Kedua 
Pusat lnformasi LPSE 
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INDAR 
SERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN).R.1.J.. NOMOR . .2. ... 

Diundangkan di ~ • 
pada tanggal ,1 ~ .)..0\1 

KRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN, 

BUPATI KLATEN 

Ditetapkan di Klaten . 
caoa tangga! >I ~' ;201 I 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten. 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal 14 

BABVI 
KETENTUAN PENUTUP 

(5) Ur.tu mernperceoat implementas s sterr e-Procutemem LPSE dapat menjalin kerjasama 
cengan LPSE ,a·n yang telah rrem:11;.(1 1nfrastruktur memadar dengan lkut serta dalam 
pernanfaatan infrastruktur LPSE lain .ersebut. 

• 




